
BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURANBUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURANBUPATI NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATANDANADESA YANGBERSUMBER DARI

ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA NEGARATAHUN 2020
DI KABUPATENMUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk meIaksanakan ketentuan dalam Peraturan

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 sebagaimana teIah

diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020

tentang Peru bah an Kedua Atas Peraturan Menteri Desa

Pembangunan Daerah TertinggaI dan Transmigrasi Nomor

11 Tahun 2019 ten tang Prioritas Penggunaan Dana Desa

Tahun 2020, perIu menetapkan Peraturan Bupati ten tang

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun

2020 Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Dana Desa Yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan BeIanja Negara

Tahun 2020 di Kabupaten Musi Banyuasin.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja,

Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RepubIik

Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor

1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan

Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) danl atau Dalam

Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalarn

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2012

tentang Monografi Desa dan Kelurahan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 ten tang Perubahan

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

ten tang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor III Tahun 2014

ten tang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 09 Tahun 2016

ten tang Pelatihan Masyarakat (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 787);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07 /2017

tentang Perubah an Kedua Atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 ten tang Pengelolaan

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

ten tang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Rl Nomor 16 Tahun 2019

tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Rl Nomor 17 Tahun 2019

tentang Pedoman Umum Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019

ten tang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 1262);

15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Rl Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 perubahan

atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019

ten tang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

367); menjadi;
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16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi RI Nomor 11 Tahun 2019 sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Nomor 7 Tahun 2020 ten tang Perubahan kedua atas

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 ten tang

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);

17. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 35/PMK.07/2020

ten tang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)dan/ atau

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomian Nasional perubahan atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang

Pengelolaan Dana Desa menjadi (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

18. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 40/PMK.07/2020

ten tang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 205/PMK.07 /20 19tentang Pengelolaan

Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 384);

19. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman

Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

1455);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 Tentang

Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019

(Covid-19);

21. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 ten tang

Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;

22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016
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Memperhatikan

Menetapkan

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 2);

23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 ten tang

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun

2017 Nomor 8);

24. Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2015 tentang

Pedoman dan Tata cara Pengadaan Barangj Jasa di Desa;

25. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 ten tang

Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana diu bah

dengan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 ten tang

Perubahan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 15

Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor

72);

26. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 ten tang Tata

Cara Pembagian dan Peneta pan Rincian Dana Desa yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Tahun 2020 di Kabupaten Musi Banyuasin

(Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun

2020 Nomor I);

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

PERATURANBUPATI TENTANG PERUBAHANKEDUA ATAS

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANGPETUNJUK TEKNIS KEGIATANDANADESA YANG

BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA NEGARA TAHUN 2020 DI KABUPATEN MUSI

BANYUASIN.
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Pasal I

Lampiran Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020

sebagaimana teIah diu bah dengan Peraturan Bupati Nomor

31 Tahun 2020 ten tang Peru bah an Atas Peraturan Bupati

Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Negara Tahun 2020 di Kabupaten Musi Banyuasin

diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

PasalII

Peraturan Bupati Inl mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Diundangkan di Sek?yu
pad a tanggal J9 jurJi 2020

SEKR ARIS DAERAH
KAB ATENMUSI BANYUASIN,

H APRIYADI

Ditetapkan di Sekayu

f
ada tanggal Jj jun.' J02~
UPATIMUSI BANYUASINr

-=< \ ~F. 0001 REZA ALEX NOERDIN

BERITADAERAHKABUPATENMUSI BANYUASINTAHUN2020 NOMOR ,2
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